


4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 1, Tambsihan
Lembaran Daerah Grobogan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ralq^at Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewensingan Daerah.

5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD
adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung
jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan
kearsipan di Daerah.

6. Arsip adalah rekaman suatu kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima
oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara
beijenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi
menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal
suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu
menyusun tata letak identitas Arsip.

9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka
waktu tertentu.

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis meliputi LKD, Unit
Kearsipan, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah,
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Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau
perseorangan.

11. Pengelolaain Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip
Dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi
penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta
penyusutan.

12. Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip
Statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi,
pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan
pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

13. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah
daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik
yang telah diverifikasi secara langsung dan dicari oleh LKD
serta diumumkan kepada publik.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
unit keija dan Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan Arsip Dinamis.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. menciptakan keseragaman Kode Klasifikasi dalam

pengelolaan dan pengelompokan Arsip di Daerah;
b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya

sinkronisasi informasi kearsipein Pemerintah Daerah
dalam penerapan sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi; dan

c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah.

BAB II

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1) Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang
meliputi:
a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk
administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di
unit keija di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi
kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara
Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

(5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa
angka.

(6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan,
penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.






































































































































































